WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR ©& TAHUN 2024
TENTANG

INOVASI PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang:

Mengingat:

a.

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
tentang Inovasi Daerah, dalam rangka
optimalisasi penerapan hasil inovasi pada
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Inovasi pada
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6374)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tantang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang- Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6779);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6123);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan
Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 Dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012
tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
484);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104
Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian
Penghargaan dan/ atau Insentif Inovasi daerah
(Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor
1611);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pengolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Dacrah Kota Banjarmasin
tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota banjarmasin Nomor 66);



Menetapkan:

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8

18.

10.

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 67);

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor
103) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 91
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Pcrangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 91);

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 46
Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian
Tugas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022
Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG INOVASI PADA
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.

4. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kota Banjarmasin.

5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin.

6. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.



10.

11.

12,

13.

14.

(1)

(2)

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

Instalasi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat
daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah,
sekretariat dewan oerwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan
lembaga teknis daearah.

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam
penyclenggaraan Pemerintahan Dacrah.

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang atau jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan
Publik.

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah adalah inovasi dalam
pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata
laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan
pengelolaan unsur manajemen.

Inovasi Pelayanan Publik adalah inovasi dalam penyediaan
pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian
pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk
barang/jasa publik.

Inovasi Daerah lainnya adalah segala bentuk inovasi dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintahan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberi kepastian
hukumbagi penerapan Inovasi pada Bagian Organisasi yang
telah dilaksanakan.

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. menjaga kualitas inovasi yang berkelanjutan pada Bagian
Organisasi serta menumbuhkan dan mengembangkan budaya
inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

c. pembentukan kerja sama antar perangkat daerah atau
instansi pemcrintah dalam rangka pengecmbangan inovasi
khususnya dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik dan
tata kelola pemerintahan daerah.



BAB 111
BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 3

Inovasi Daerah berbentuk:

a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;

b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau

c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

BAB IV
PENERAPAN INOVASI

Pasal 4

(1) Inovasi pada Bagian Organisasi diterapkan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Organisasi.

(2) Inovasi yang telah dibuat Bagian Organisasi diterapkan pada
seluruh SKPD di Daerah.

(3) Daftar inovasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkandari
Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 Jjuli 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,

_4"‘

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
padat nggal 31 juli 2024
RIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

-

[
IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR ““



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMORETAHUN 2024
TENTANG

INOVASI PADA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN

DAFTAR INOVASI PADA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

TANGGAL
NO NAMA INOVASI i%Nst}i PENERAPAN
INOVASI
1 2 3 4
SISTEM MONITORING PELAYANAN o
L, Pemerintahan 2 Januari 2020
PUBLIK DAN EVALUASI (SIMONIK-E) Daerah
SISTEM INFORMASI PETA JABATAN | Lat@ Kelola
2. (SIPEJABAT) ' Pemerintahan 26 Juni 2023
Daerah
SISTEM PENGUMPULAN DAN
3. | PELAPORAN BERSAMA DATA SURVEI Pelayanan Publik | 8 Jjuii 2023
MASYARAKAT DALAM PELAYANAN
(SUMBERDAYA)
Tata Kelola
4. | SISTEM INFORMASI KOORDINASI DAN Pemerintahan T
PENJADWALAN PIMPINAN (SI KAWAL) Daerah
Tata Kelola
5 II,QEANAN KARTU TERINTEGRASI PereHtaEER .
(lakasi) Daerah
BERBAGI DATA MANAJEMEN Tata Kelola
6. | PELAYANAN PUBLIK DAN TATA Pemerintahan 1 Oktober 2023
LAKSANA (BAAMPIK) Daerah
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN | Tata Kelola
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | o0 18 Oktober
7. | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SIP | - oh 2093
SOPAN)
Tata Kelola
intahan 1 Januari 2024
8. | KAYUH BAIMBAI Pemeri -

Daerah

WALI KOTA BANJARMASIN,

-

[BNU SINA




